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Belum selesai kegemparan berita 
mafia dan kasus narkoba, 
masyarakat kembali dikejutkan 
dengan tragedi yang menimpa 

bocah perempuan di sebuah desa di 
Rejanglebong, Bengkulu. Yuyun, perem-
puan 14 tahun, diperkosa dan dibunuh 
oleh 14 anak baru gede (ABG).

Biadab, brutal, dan di luar nalar... 
Itulah sedikit kata untuk menyebut per-
buatan mereka. Setelah diperkosa secara 
bergiliran, Yuyun yang masih siswi SMP 
itu dihajar habis-habisan sampai tewas. 
Tubuhnya dilempar ke jurang sedalam 
lebih dari 15 meter. Sungguh, membuat 
hati sungguh miris.

Kasus Yuyun direspons secara luas 
oleh masyarakat. Ketika polisi sedang 
melakukan penyelidikan, ada banyak 
warga yang turun aksi ke jalan. Ada yang 
membuat pernyataan sikap untuk media. 
Tak sedikit yang menuangkan isi hatinya 
di sosial media. Ada pula yang hanya 
mengelus dada, dan berdoa. 

Belum tuntas kasus Yuyun, muncul 
berita pemerkosaan dan pembunuhan 
seorang balita LN di Kampung Pabuaran 
Tonggoh, Kecamatan Ciampea. Korban 
sebelumnya kabarkan hilang, dan kemu-
dian ditemukan sudah menjadi mayat di 
belakang rumahnya.

Di Karawang, lima remaja penganggur-
an nekat memerkosa seorang ibu rumah 
tangga dan menyekap suami korban di 
sebuah ruko kosong, di Kampung Pawa-
rengan, Cikampek. Peristiwa itu bermula 
saat para pelaku mengadang pasangan 
suami-istri JOM dan BA yang sedang 
melintas menggunakan sepeda motor. 

Kasus-kasus tersebut hanyalah puncak 
gunung es dari masalah kekerasan terha-
dap anak dan perempuan. Masih banyak 
lagi kasus-kasus tragis yang menimpa 
tetapi tidak terungkap ke permukaan. Di 
Kota Sukabumi, misalnya. Belum sampai 
5 bulan tahun ini sudah ada 33 anak-
anak yang menjadi korban kekerasan 
seksual.

Kasus kekerasan terhadap perempuan, 
termasuk kekerasan dalam rumah 
tangga (KDRT), juga meningkat. Komnas 
Perempuan mengungkap angkanya pada 
2015 mencapai 321.752 kasus. Ini meru-
pakan jumlah kasus yang dilaporkan, 

sedangkan yang tidak dilaporkan diduga 
lebih tinggi.

Apapun bentuknya, kekerasan terha-
dap perempuan—pemerkosaan, peng-
aniayaan, kekerasan psikis, kekerasan 
ekonomi, atau bahkan memperdagangkan 
perempuan—adalah perbuatan keji dan 
kejam. Tak beradab. Jahiliah.

Dalam sejarah Islam, masa ketika tidak 
ada penghormatan dan penghargaan atau 
merendahkan hak para wanita disebut 
sebagai zaman jahiliah. Jaman penuh 
kegelapan. Beruntung, Tuhan menurun-
kan Nabi Utusan untuk membawa cahaya 
kebenaran.

Kalau Anda penyuka epos Maha bha-
rata, Krisna menyebut zaman semacam 
ini sebagai Kaliyuga. Masa ketika para 
wanita dihinakan, dan dijadikan taruhan 
judi para suami. Dalam kisah itu, demi 
memberikan keadilan pada Drupadi—
sosok yang mewakili para wanita, maka 
perang besar itu pun terjadi. 

Meski disadari, perang akan membawa 
penderitaan, banjir darah, dan cucuran 
air mata. Bagi yang kalah maupun peme-
nangnya. Tapi itulah harga yang harus 
dibayar. Perang Mahabharata adalah 
tahapan mereformasi sistem yang tak lagi 
berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan.

Selain para wanita yang menjadi objek 
pemikat nafsu birahi, Kaliyuga dicirikan 
dengan aturan yang saling bertabrakan 
satu sama lain dan para pemimpin tak 
punya karakter. Kekerasan, kepalsuan, 
dan kejahatan menjadi santapan sehari-
hari. 

Kesucian dan tabiat baik perlahan-lah-
an akan hilang, gairah dan nafsu menjadi 
pemuas hati di antara pria dan wanita. 
Kebohongan menjadi siasat mencari naf-
kah. Hanya orang-orang kaya yang akan 
berkuasa.

Orang-orang terpelajar akan terasing, 
kelihatan lucu, dan aneh. Para murid 
berani melawan sang gurunya. Mereka 
perlahan-lahan kehilangan rasa hormat. 
Pelajarannya dicela, dan nafsu akan 
mengontrol semua keinginan manusia. 

Inilah masa tiba malapetaka. Di 
Nusantara, Prabu Jaya Baya menyebutnya 
sebagai Kalabendu. Bencana datang silih 
berganti, karena akhlak manusia sudah 
bejat. Penyakit molimo mewabah. Main 
(berjudi), madhon (prostitusi), maling 
(pencuri, korupsi), madat (narkoba), dan 
mabuk (minuman keras).

Kekerasan seksual terhadap anak-anak 
dan perempuan adalah salah satu produk 
dari molimo, sekaligus cermin penyakit 
ganas yang sudah menjalar di masyara-
kat. Sudah tepat bila hal ini disadari seba-
gai suatu (kejahatan) luar biasa, sehingga 
diperlukan cara-cara yang tak biasa untuk 
mengamputasinya. 

Harapannya, agar dunia terhindar dari 
dampak buruk yang sungguh mengerikan 
luar bisa.

Irene Agustine & Yudi Supriyanto
redaksi@bisnis.com

Penyampaian perincian kegiat-
an itu mengacu pada Instruksi 
Presiden No. 4/2016 tentang 
Langkah-langkah Penghematan 
dan Pemotongan Belanja K/L 
yang sudah ditandatangani 
Presiden Joko Widodo pada 12 
Mei 2016.

Dalam Inpres disebutkan belan-
ja operasional dipotong sebesar 
Rp20,95 triliun, sedangkan 
Rp29,06 triliun sisanya merupa-
kan efisiensi belanja lain. Dalam 
potongan itu, juga terdapat 
Rp10,91 triliun yang merupakan 
anggaran pendidikan, dan Rp1,43 
triliun yang sebelumnya masuk 
anggaran kesehatan.

Adapun K/L yang mendapat 
pemotongan anggaran terbesar 
adalah Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat 
sebesar Rp8,49 triliun dari 
total anggaran Rp104,08 triliun 
tahun ini. Di tempat kedua, 
yakni Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan yang dipotong 
Rp6,52 triliun dari total anggaran 
Rp49,23 triliun.

K/L lain yang anggarannya 
mendapat potongan cukup besar 
adalah Kementerian Pertanian 
sebesar Rp3,92 triliun dari total 
Rp31,51 triliun, Kementerian 
Perhubungan sebesar Rp3,75 
triliun dari total Rp48,46 triliun, 
Kementerian Kelautan dan 
Perikanan sebesar Rp2,89 triliun 
dari total Rp13,81 triliun.

Kementerian lainnya yang 
mendapat pemotongan adalah 
Kementerian Riset Teknologi dan 
Pendidikan Tinggi sebesar Rp1,95 
triliun, Kementerian Sosial 
Rp1,58 triliun, Kementerian 
Agama Rp1,39 triliun serta 
Kemen terian Dalam Negeri 
Rp1,385 triliun.

Penghematan belanja opera-
sional dan belanja modal non-
prioritas merupakan bagian 
dari sejumlah penyesuaian 
asumsi makro dalam Rancangan 
Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara Perubahan 
(RAPBNP) 2016 yang berubah 
cu  kup signifikan guna memperta-
han kan target pertumbuhan eko-
nomi sebesar 5,3%.

PROGRAM PRIORITAS
Terkait pemangkasan anggar-

an di Kemenhub, Staf Khusus 
Menteri Perhubungan Bidang 
Keterbukaan dan Informasi 
Publik Hadi M. Djuraid menutur-
kan semua program prioritas ter-
kait pembangunan infrastruktur 
perhubungan laut, udara, darat, 

dan perkeretaapian tetap bisa 
dilaksanakan.

“Tidak mengganggu program 
kementerian,” katanya di Jakarta, 
Senin (16/5).

Dia menuturkan Kemenhub 
telah melakukan kajian terhadap 
anggaran 2016 sebelum ada 
instruksi penghematan dari 
Presiden. Evaluasi tersebut ter-
utama untuk memangkas biaya 
yang tidak perlu.

Hasil dari evaluasi tersebut, 
imbuhnya, Kemenhub bisa 
melakukan efisiensi hingga lebih 
Rp800 miliar. Oleh karena itu, 
Kemenhub akan melakukan 
efisiensi anggaran sekitar Rp2,9 
triliun untuk memenuhi target 
efisiensi sebesar Rp3,75 triliun.

Menurutnya, efisiensi anggaran 
sekitar Rp2,9 triliun bisa dari 
biaya perjalanan dinas, dari pro-
gram yang ditunda pelaksanaan-
nya, atau program yang dari sisi 
manfaat tidak mendesak untuk 
dilakukan tahun ini.

Pada tahun anggaran 2015, 
Hadi mengungkapkan pihaknya 
mampu melakukan efisiensi 
anggaran sekitar Rp3,15 triliun. 
“Jadi, tidak masalah jika tahun 
ini anggaran kita pangkas sekitar 
Rp2,9 triliun,” tambahnya.

Pemangkasan anggaran pada 
tahun ini membuat beberapa 

direktorat juga mengalami 
efisiensi. Ditjen Perhubungan 
Laut mengalami pemangkasan 
anggaran sebesar Rp1,2 triliun, 
Ditjen Perhubungan Udara Rp799 
miliar, Ditjen Perhubungan 
Da  rat Rp293 miliar, Ditjen Per-
kere taapian Rp990 miliar, dan 
Ba dan Pengembangan SDM 
Per hubungan (BPSDM) Rp346 
miliar.

Selebihnya dari Badan Pene-
litian dan Pembangunan Kemen-
terian Perhubungan, Sekretaris 
Jen deral, dan Inspektorat Jen-
deral. “Angka-angka tersebut 
pem bulatan,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua 
Bidang Advokasi dan Riset Ma -
sya rakat Transportasi Indonesia 
(MTI) Djoko Setijowarno menga-
takan pemangkasan tersebut 
cukup besar. 

Oleh karena itu, dia berharap 
agar beberapa proyek yang diang-
gap kurang strategis dapat ditun-
da. “Yang dapat dikurangi yang 
di Pulau Jawa [Pembangunan],” 
tambahnya. 

Menteri Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat Basoeki 
Hadimuljono menyatakan bahwa 
penghematan belanja tidak akan 
mengganggu belanja pembangun-
an infrastruktur yang telah 
disiap kan untuk tahun ini. 

JAKARTA — Kementerian dan lembaga yang 
melakukan pemangkasan anggaran harus 

segera menyampaikan perincian kegiatannya 
kepada Presiden dan Kepala Staf Presiden. 
Total pemotongan anggaran dalam APBN 

2016 mencapai Rp50,02 triliun.

 Penghematan belanja 
operasional dan belanja 
modal nonprioritas 
merupakan bagian dari 
sejumlah penyesuaian 
asumsi makro.

Kejahatan 
Luar Biasa
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UMUMUMUM
  PEMOTONGAN ANGGARAN

Kementerian & Lembaga 
Harus Segera Melapor

Memangkas Belanja Negara
Pemerintah 

melakukan penghe-
matan anggaran 
sekitar Rp50 triliun 
yang diperoleh dari 
kementerian dan 
lembaga. Total 
belanja negara 
dalam anggaran 
pendapatan dan 
belanja negara 
(APBN) 2016 
sebesar Rp2.095, 7 
triliun.

Sumber: Kemenkeu; diolah BISNIS/TUTUN PURNAMA

Ket: K/L = Kementerian dan Lembaga; PNBP =Penerimaan Negara Bukan Pajak

Belanja Non K/L
540,69 (25,8%)

Transfer ke daerah
723,02  (34,5%)

Belanja K/L
783,79  (37,4%)

Dana Desa
48,2  (2,3%)

(Rp triliun) 


